GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ;&; /11.09/HK /2016

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI
LAMPUNG SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DEKONSENTRASI PROGRAM
FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DARI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pelimpahan
sebagian kewenangan dalam bentuk tugas dekonsentrasi dari
Kementerian Dalain Negeri kepada Pemerintah Provinsi
Lampung, untuk  melaksanakan Program  Fasilitasi
Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas,
agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi,
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Tugas
Dekonsentrasi Program Program Fasilitasi Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa, dan menetapkannya dengan
keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara;

2. Undang-Undang Nomor ' Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang- Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2014,

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37.A
Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa
Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN . PEMERINTAHAN DESA PROVINSI
LAMPUNG SEBAGAI PELAKSANAN TUGAS DEKONSENTRASI
PROGRAM  FASILITASI PENGEMBANGAN  KAPASITAS
APARATUR DESA DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2016.

Menunjuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Tugas Dekonsentrasi
Program Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dari
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Lampung.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Lampung.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal /5 - /- 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1.
2.

N AW

Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri
di Jakarta,

. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.



